
Pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)
No. SK :

Persyaratan

1. Pengajuan Surat Permohonan Pengesahan PP dari Pengusaha di Tujukan Kepada Pejabat Disnaker 

setempat

2. Naskah PP dibuat dalam 3 ( tiga ) rangkap dan ditandatangani oleh pengusaha

3. Bukti telah dimintakan saran dan pertimbangan dari serikat pekerja/buruh/atau wakil pekerja/buruh 

apabila diperusahaan tidak ada serikat pekerja/serikat buruh

4. Surat Pernyataan Dari Pengusaha dan Serikat Pekerja/wakil pekerja

5. Nama-nama cabang Perusahaan masing-masing beserta alamat, jenis usaha dan jumlah pekerja

6. Konsep Peraturan Perusahaan yang akan di sahkan 3 (tiga) Ekseplar

7. Peraturan Perusahaan yang lama/terakhir beserta surat keputusannya

8. Surat usul perbaikan/percobaan yang akan diadakan dengan memberi penjelasan-penjelasan nya bagi 

PeraturanPerusahaan yang akan diperbaharui

9. Surat Persetujuan dari Pimpinan dari Serikat Pekerja yang menyatakan belim siap/mampu 

meningkatkan Menjadi Perjanjian Kerja Bersama (Jika Sudah ada Serikat Pekerja)

10. Fotocopy Tanda Keadnggotaan dan Fotocopu Pembayaran Terakhir BPJS

11. Dalam Hal Pengajuan Pengesahan PP telah memenuhi kelengkapan dan Materi PP tidak Lebih Rendah 

dari Peraturan Perundang-undangan maka Pejabat Wajib mengesahkan PP dengan menerbitkan Surat 

Keputusan dalam waktu Paling Lama 7 (tujuh) hari Kerja sejak diterimanya Permohonan

12. Masa Berlaku Peraturan Perusahaan adalah 3 (tiga) Tahun

13. Membuat Surat Pernyataan dari Pengusaha bahwa PP ini akan disebarluaskan kepada semua pekerja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah
Pramuka No. 25-26 73811 051921457 

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
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1. Pengusaha Mengajukan Surat Permohonan yang disampaikan kepada Kepala Dinas Nakertranskop-

UKM Setempat

2. Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang Untuk memproses Pengesahan PP

3. Kepala Bidang Ketenagakerjaan memerintahkan Kepala Seksi HI untuk meneliti Permohonan dan 

berkas-berkas kelengkapannya

4. Apabila dianggap telah memenuhi syarat maka diterbitkan Surat Pengesahan PP yang ditandatangani 

Kepala Dinas

5. Setelah di Tandatangani maka diserahkan ke Pengusaha

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Pengesahan Peraturan Perusahaan ini dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada pemungutan biaya dalam pelayanan ini ( Gratis )

Produk Pelayanan

1. Disahkannya Peraturan Perusahaan

Pengaduan Layanan

Untuk Pengaduan bisa disampaikan secara lisan maupun melalui media elektronik dan kotak saran
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